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PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 1841aydhdang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint@lsmrah sebagaimana telah

diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Redpubtionesia Nomor 12

Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan RancangartuReraDaerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaaatddelanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Kgmraiyang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (eraran setelah tahun
anggaran berakhir;

. bahwa pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dhaiarha perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan perhubungan sebagaimana dimpidadhuruf a dan huruf b

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertaggyuasban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Asggad.0.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tah884 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa Timuerphbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan LembaragafdeRepublik Indonesia
Nomor 551);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun5l1&htang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonestaurmal985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NorBtR)3sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994mljhean Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahandagan Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun7li@@tang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rkdaodbnesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanésomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repatbonesia Nomor 20
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia maR000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoS®&8)3



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 919%ntang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darnupgi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal®®9 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@fai)3

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun32@fhtang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@3 20omor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun32@htang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewanvdd@ian Rakyat Tingkat
I, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Il, (Lembarangidliea Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Rkpbigonesia Nomor
4310);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2@ddang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuw# 20omor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahund2@dtang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara lkepdonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4389);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun42@htang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @ramiNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaraafdeRepublik Indonesia
Nomor 4400);

10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahurd2@btang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahd 2bomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabwmna telah diubah
yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 T2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahanbagan Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahurd2@htang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahalbgkembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahamdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahur92@dtang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republikriad@a Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoN6049);

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46wuia 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TingkaPd$suruan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, bedran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3241);

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1GHhum 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepaterdh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, bEdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24uifa2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan éiag@ewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesibuii 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomb6)sebagaimana telah
diubah yang ketiga kali dengan Peraturan PemeriR&gublik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia maB007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffitiz)4

16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24uit&2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republifordasia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4503);



17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 332005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tald@® Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );

18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5buifa2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiauma?005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&its )4

19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Suifa2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMomh®9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5&uita 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repatdbnesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafidomor 4578);

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Gtui&@005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minibeshbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahamdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor #ui&005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penserirserah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, bEdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor &ii&006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembé&tegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rlepudonesia Nomor
4614);

24.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3uia007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada P@wheriraporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada dewan RkemveRakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintBla@nah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norh®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

25.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3&wuita 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahmeritéah Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembahegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 82 , Tambahan Lemiddegyara Republik Indonesia
Nomor 4737 );

26.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4huifa 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rkpudlonesia Tahun 2007
Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Inglariéomor 4741 );

27.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Suita2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran NegarauBlép Indonesia Tahun
2009 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Negara Repuididesia Nomor 4972 );

28.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 i&@03, tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansirfeame sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahusy 200

29.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108T@007, tentang Tunjangan
Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawad@milik;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiamir 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah smlaagatelah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndoneSid&hun 2007,

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiamr 25 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran PendapataBefama Daerah Tahun
Anggran 2010;



